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ABSTRAK

STEFANI COSTA LINGGA  : Implementasi aplikasi SIPKD pada dinas
pendapatan pengelolaan keuangan dan
asset daerah (DPPKAD) kabupaten Lima
Puluh Kota

Pembimbing : Deviani, SE, M.Si, Ak

Aplikasi SIPKD adalah singkatan dari Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah yang merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang
dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi
berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas
efisiensi, ekonomis, efektif, transaparan, akuntabel dan auditebel. Dengan adanya
aplikasi SIPKD ini, dapat lebih meringankan pekerjaan para pegawai di Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana implementasi SIPKD di
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena aplikasi ini merupakan sebuah program
yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik
Indonesia dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam
penghimpunan data keuangan daerah.

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif. ~ Penulis
mendeskripsikan  bagaimana  proses dalam  mempertanggungjawabkan
pelaksanaan APBD . Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara
langsung dengan pimpinan atau karyawan yang bersangkutan mengenai
pelaksanaan aplikasi SIPKD di Dinas tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa implementasi
SIPKD saat ini masih dalam tahap pengembangan meskipun output yang
dihasilkan telah sesuai dengan target yan diinginkan. Diperlukan adanya
pelatihan-pelatihan khusus bagi para pengguna aplikasi agar pelaksanaannya
sesuai dengan tujuan SIPKD tersebut.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunan sistem informasi pada organisasi saat ini telah mengalami
peningkatan. Hal ini disampaikan oleh Westland dan Clark (2000) dalam
Handayani (2005) bahwa penggunaan sistem dalam organisasi meningkat
secara dramatis. Peningkatan ini selain dikarenakan tuntutan organisasi
modern, juga disebabkan oleh masyarakat yang haus akan informasi. Sistem
informasi akan membantu organisasi untuk menyajikan informasi secara
cepat, akurat dan terbuka seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima
kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang
keuangan atau akuntansi. Salah satu implementasi pemerintah yang
menerapkan pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan sehari hari
bidang akuntansi adalah penggunaan sistem informasi pengelola keuangan
daerah (SIPKD). SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen
Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam
rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data
keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan
aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang
digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi
bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi,

ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.



SIPKD juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi
Departemen Dalam Negeri terhadap pemerintah dalam bidang pengelolaan
keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi dalam
menginprestasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-
undangan dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Selain keunggulan dari aspek operasional dan teknologi, SIPKD juga
memberikan kemudahan bagi pihak manajemen. Peningkatan kualitas
perencanaan, Peningkatan efisiensi pengalokasian dan pengelolaan sumber
daya, Peningkatan pengendalian dan monitoring saldo kas, Analisa laporan
keuangan dan Analisa kinerja satuan kerja yang kesemuanya itu merupakan
solusi yang dapat memudahkan bagi manajemen keuangan daerah.

Dalam hal ini, Implementasi merupakan suatu tindakan atau
pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan
terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah
dianggap fix. Jadi, implementasi SIPKD adalah pelaksanaan sistem informasi
yang telah disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dari
berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan Pengembangan dan Implementasi SIPKD-Regional SIKD
yang dilaksanakan olen Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak
awal Tahun 2008, telah selesai pada bulan Oktober 2010 yang lalu.
Berdasarkan monitoring dan laporan para konsultan, saat ini terdapat 105
daerah yang masih memiliki komitmen untuk melanjutkan implementasi

SIPKD, meskipun ada beberapa daerah yang hingga saat ini belum



menunjukkan komitmen yang nyata untuk melaksanakan implementasi karena
beberapa persoalan internal masing-masing daerah.

Pada Tahun 2011 dari 105 daerah implementasi, kurang lebih terdapat
51 daerah yang sedang melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan TA.
2010. Penyusunan laporan keuangan dengan mengunakan aplikasi SIPKD
pada tahun ini bukan lah yang pertama, karena sesungguhnya sejak Tahun
2008, SIPKD sudah mampu memberikan support yang nyata dalam
penyusunan laporan keuangan, salah satu contohnya adalah Laporan TA. 2008
Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah
satu output yang dihasilkan dari Modul Pertanggungjawaban pada Aplikasi
Modul Core System. Modul Pertanggungjawaban ini pun juga mengikuti
pengembangannya dalam 3 (tiga) tahun ini. Mulai dari versi Alpa hingga versi
Release. Meskipun demikian secara teknis sejak masih versi Beta, aplikasi
sudah mampu memberikan hasil yang memang dibutuhkan oleh pemerintah
daerah yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Seiring dengan Pengembangan dan Implementasi SIPKD, Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Lima Puluh Kota pun telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
berupa penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIKPD.
Tetapi dalam kenyataannya, DPKKAD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya
mampu mengeluarkan Laporan Realisasi Anggaran dari aplikasi yang telah

disediakan pemerintah tersebut yang berupa SIPKD. Laporan Keuangan



Pemda lainnya disusun secara manual, tidak menggunakan SIPKD. Jadi,
permasalahan yang ada disini adalah belum terwujudnya dengan maksimal
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa LK Pemda yang secara
keseluruhan seharusnya di output dari SIPKD.

Atas dasar ini, penulis melakukan penelitian dengan judul “ Analisis
Implementasi SIPKD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota”

. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pengerjaan Tugas akhir
ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menggunakan
aplikasi SIPKD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota?

2. Apa saja masalah yang terjadi dalam proses pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota?



C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
menggunakan aplikasi SIPKD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Menemukan solusi atas masalah yang terjadi dalam proses
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota

D. Manfaat Penelitian
1. Dapat mengetahui proses pelaksanaan aplikasi SIPKD dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam proses pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menerapkan Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 dan sistem Akuntansi Pemerintahan sudah
menggunakan sistem terkomputerisasi yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah.

2. Laporan yang dibuat telah selesai tepat waktu untuk diperiksa oleh BPK.

3. Secara substansial aplikasi SIPKD dibagi menjadi 2 (dua) bagian, terdiri
dari Core system dan Non Core System. DPPKAD Kab. Lima Puluh Kota
menggunakan Core System dalam melakukan penatausahaan.

4. Dalam implementasinya, hanya Laporan Realisasi Anggaran Yyang
dikeluarkan dari SIPKD oleh DPPKAD Kab. Lima Puluh Kota.

5. Permasalahan yang sering terjadi adalah masih kurangnya pemahaman

user terhadap proses pelaksanaan aplikasi.

56



57

B. Saran

1. Dalam pengembangan lebih lanjut diharapkan aplikasi SIPKD di
DPPKAD Kab. Lima Puluh Kota dapat diperbarui sesuai dengan tujuan
dalam penyempurnaan aplikasi .

2. Sebaiknya data yang di input lebih menyeluruh, tidak hanya sebatas
pendapatan dan belanja saja. Sehingga semua laporan dapat dihasilkan dari
SIPKD, tidak perlu secara manual lagi.

3. Cara memperlakukan aplikasi SIPKD merupakan hal penting yang harus
diperhatikan oleh setiap pihak baik konsultan maupun admin, karena
skenario pengoperasian aplikasi sangat mempengaruhi persoalan teknis
yang akan muncul pada saat penyusunan laporan maupun pada setiap
interaksi operator dengan aplikasi. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan dan

edukasi lebih lanjut tentang tata cara mengoperasikannya.
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